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Abstract: Protection of workers' rights is a fundamental aspect of labor law, which aims to ensure the 
fulfillment of citizens' constitutional rights to decent work and livelihood. In industrial relations practice, 
termination of employment due to company bankruptcy is a complex legal issue because it involves various 
legal interests between workers, employers, curators, and other creditors. Company bankruptcy not only 
results in the termination of employment but also raises issues regarding workers' rights in the form of 
wages, severance pay, long service awards, and other outstanding normative rights. This study aims to 
analyze the legal regulations regarding the protection of workers' rights who experience termination of 
employment due to company bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and 
Suspension of Debt Payment Obligations and Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of 
Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law. This 
study uses a normative legal research method with a regulatory and contextual approach. The data used 
is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study 
indicate that the Indonesian legal system normatively provides protection for workers as economically 
disadvantaged parties in industrial relations. This protection is realized through the recognition of workers' 
rights as preferred creditors and through Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013, which affirms 
that workers' wages must be paid first over all other types of bills. However, the implementation of this 
legal protection still faces various obstacles, including limited bankruptcy assets, conflicting norms 
between labor law and bankruptcy law, and the weak position of workers in the bankruptcy estate 
settlement process. Therefore, regulatory harmonization and strengthening of legal protection 
mechanisms are needed to ensure legal certainty, justice, and benefits for workers, which impacts 
corporate bankruptcy. 
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Pendahuluan 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja 

yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan. 

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang mengandung unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga keberlangsungannya memiliki arti penting bagi 
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pekerja sebagai sumber penghidupan maupun bagi perusahaan sebagai sarana 

menjalankan kegiatan usaha. Namun dalam praktiknya, hubungan kerja dapat berakhir 

karena berbagai faktor, salah satunya adalah kepailitan perusahaan.  

Kepailitan perusahaan menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak 

pada debitur dan para kreditur, tetapi juga terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan 

serta berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti upah yang belum dibayarkan, 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan hak normatif lainnya. Dalam kondisi 

tersebut, pekerja sering berada pada posisi yang lemah karena harus bersaing dengan 

kreditur lain dalam memperoleh pembayaran dari harta pailit perusahaan.  

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa upah 

dan hak-hak pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya apabila 

perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Perlindungan tersebut semakin diperkuat 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan 

upah pekerja sebagai hak yang harus diprioritaskan pembayarannya dibandingkan 

dengan kreditur lainnya.  

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi 

berbagai kendala, antara lain disharmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum 

kepailitan, perbedaan penafsiran mengenai kedudukan pekerja sebagai kreditur, 

keterbatasan boedel pailit, serta lemahnya akses pekerja terhadap informasi dan 

mekanisme hukum dalam proses kepailitan. Kondisi tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak 

pekerja.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan 

masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak pekerja 

yang mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan berdasarkan hukum kepailitan dan 

hukum ketenagakerjaan; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada pekerja serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta 

mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan berbagai hambatan implementasinya 

guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi 

pekerja.  
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi 

deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada 

kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak pekerja akibat 

kepailitan perusahaan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum yang 

berlaku sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pekerja dalam praktik.  

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan ketenagakerjaan dan kepailitan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Sementara itu, pendekatan 

konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan, 

kepastian hukum, dan negara kesejahteraan sebagai landasan teoritis penelitian.  

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum 

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum 

tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, 

dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu 

dengan mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menghubungkannya dengan teori 

hukum yang digunakan, serta menafsirkan dan menganalisisnya secara sistematis untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan.  
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Pembahasan 

Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Pekerja yang Mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah 

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan melalui berbagai instrumen hukum, 

khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pengaturan 

tersebut memberikan pengakuan terhadap hak pekerja berupa upah, pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan hak-hak normatif lainnya yang wajib dipenuhi dalam 

proses kepailitan perusahaan.  

Namun demikian, penelitian menemukan adanya perbedaan paradigma antara hukum 

kepailitan dan hukum ketenagakerjaan. Hukum kepailitan berorientasi pada 

perlindungan kepentingan seluruh kreditor melalui pembagian harta debitor secara 

proporsional, sedangkan hukum ketenagakerjaan menempatkan pekerja sebagai pihak 

yang harus memperoleh perlindungan khusus karena memiliki posisi ekonomi yang lebih 

lemah. Perbedaan orientasi tersebut sering menimbulkan konflik dalam praktik, 

terutama terkait kedudukan pekerja dalam struktur kreditor dan prioritas pembayaran 

hak-haknya.  

Penelitian juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-

XI/2013 memberikan penguatan yang signifikan terhadap perlindungan hak pekerja 

dengan menegaskan bahwa upah pekerja yang belum dibayarkan harus didahulukan 

pembayarannya dibandingkan tagihan negara maupun kreditor lainnya. Putusan 

tersebut mencerminkan pengakuan bahwa upah merupakan hak dasar yang memiliki 

dimensi konstitusional dan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup pekerja dan 

keluarganya.  

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap pekerja telah cukup kuat, 

penelitian menemukan bahwa efektivitasnya masih belum optimal. Masih terdapat 

ketidakpastian hukum terkait kedudukan pesangon dan hak-hak pekerja lainnya dalam 

struktur pembayaran utang kepailitan. Selain itu, sistem perlindungan yang berlaku 

masih sangat bergantung pada ketersediaan aset perusahaan yang pailit. Ketika nilai 

boedel pailit tidak mencukupi, hak-hak pekerja sering kali tidak dapat dipenuhi secara 

penuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih lebih 

bersifat normatif daripada substantif.  
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Berdasarkan analisis teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori negara 

kesejahteraan, penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak pekerja akibat 

kepailitan perusahaan belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan dan 

hukum ketenagakerjaan agar tercipta sistem perlindungan yang lebih efektif dan 

mampu menjamin pemenuhan hak pekerja secara nyata. 

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan kepada Pekerja yang 

Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kepailitan Perusahaan serta Hambatan 

yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya 

Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

pekerja yang mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan meliputi perlindungan atas 

upah yang belum dibayarkan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang 

penggantian hak, serta kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam proses 

kepailitan. Selain itu, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan sosial 

juga diperkuat melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan 

manfaat berupa bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.  

Perlindungan terhadap upah merupakan bentuk perlindungan yang paling fundamental 

karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan 

keluarganya. Oleh sebab itu, hukum memberikan prioritas pembayaran terhadap upah 

yang belum dibayarkan. Selain upah, pesangon dan kompensasi lainnya juga berfungsi 

sebagai instrumen perlindungan ekonomi yang bertujuan membantu pekerja 

menghadapi masa transisi setelah kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan.  

Namun demikian, penelitian menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum tersebut. Hambatan pertama adalah disharmonisasi regulasi 

antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan yang menimbulkan perbedaan 

penafsiran mengenai prioritas pembayaran hak pekerja. Hambatan kedua adalah konflik 

kepentingan antara pekerja sebagai kreditor preferen dengan kreditor separatis yang 

memiliki hak jaminan kebendaan atas aset perusahaan. Konflik ini sering menimbulkan 

ketidakpastian dalam pelaksanaan pembayaran hak-hak pekerja.  

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan nilai boedel pailit yang sering kali tidak 

mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Akibatnya, pekerja tidak 

selalu memperoleh haknya secara penuh meskipun secara hukum telah diberikan 

prioritas pembayaran. Selain itu, proses pemberesan harta pailit yang relatif panjang 

menyebabkan pekerja harus menunggu dalam waktu yang lama untuk memperoleh hak-

haknya, sementara kebutuhan ekonomi mereka bersifat mendesak.  
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Penelitian juga menemukan hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum pekerja 

mengenai prosedur kepailitan dan mekanisme pengajuan tagihan kepada kurator. 

Kondisi tersebut menyebabkan banyak pekerja mengalami kesulitan dalam 

memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, implementasi Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya 

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, rendahnya tingkat pemahaman pekerja 

mengenai prosedur klaim, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan 

penempatan kerja kembali.  

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan telah tersedia baik melalui 

mekanisme hukum ketenagakerjaan, hukum kepailitan, maupun sistem jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih terkendala oleh 

berbagai faktor normatif, struktural, dan praktis. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi regulasi, penguatan kedudukan pekerja dalam proses kepailitan, 

peningkatan akses bantuan hukum, percepatan proses penyelesaian kepailitan, serta 

optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan agar tujuan 

perlindungan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat 

diwujudkan secara lebih efektif. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan, 

dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan 

landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak pekerja melalui berbagai 

instrumen peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pengaturan tersebut memberikan pengakuan 

terhadap hak pekerja atas upah, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian hak yang wajib dipenuhi dalam proses kepailitan perusahaan. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 juga memperkuat kedudukan pekerja 

dengan menegaskan bahwa upah yang belum dibayarkan harus memperoleh prioritas 

pembayaran karena merupakan hak dasar yang berkaitan langsung dengan 

kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Namun demikian, meskipun perlindungan 

hukum telah diatur secara normatif, masih terdapat disharmonisasi antara hukum 

kepailitan dan hukum ketenagakerjaan yang menimbulkan ketidakpastian dalam 

implementasi perlindungan hak pekerja, khususnya terkait kedudukan dan prioritas 

pembayaran hak-hak pekerja dalam proses kepailitan. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang 

mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan meliputi perlindungan atas upah yang 

belum dibayarkan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, 

kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen, serta perlindungan sosial melalui Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan tersebut 

masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun 

sosiologis. Hambatan tersebut meliputi belum harmonisnya pengaturan antara hukum 

kepailitan dan hukum ketenagakerjaan, keterbatasan nilai boedel pailit, lamanya proses 

pemberesan harta pailit, lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja, 

rendahnya tingkat pemahaman hukum pekerja, serta keterbatasan akses terhadap 

bantuan hukum. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

mengalami PHK akibat kepailitan perusahaan masih memerlukan penguatan melalui 

harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan, dan penguatan mekanisme pemenuhan hak pekerja agar 

perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu 

memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara nyata bagi pekerja 

sebagai pihak yang paling terdampak akibat kepailitan perusahaan. 
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